
 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR  52  TAHUN 2021 

TENTANG 

BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG,  

Menimbang   :  a. bahwa Bagan Akun Standar merupakan salah satu dasar 
dalam penyusunan akuntansi Pemerintah Daerah, serta 

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 
kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan 

secara lengkap; 

                        b.  bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Bagan Akun Standar Daerah harus selaras dengan Bagan 

Akun Standar Pemerintah Pusat sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten 

Jombang;  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6322);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1447);  

11. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;   

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun  2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 

3/D);  

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2020 Nomor 64/D);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG BAGAN AKUN STANDAR 
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 

2. Bupati adalah Bupati Jombang. 

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Jombang selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di 

lingkungan Kabupaten Jombang selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala 

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 
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13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

14. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 

yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah.  

15. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas 
satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan.  

16. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, unit 

kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

17. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, 
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan 

kejadian keuangan, penyajian laporan serta 
penginterpretasian atas hasilnya. 

18. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

19. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, 
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan 
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

20. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk 
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi 

sampai dengan pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. 

21. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas dalam penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan. 

22. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan 

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah 
sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar 

periode maupun antar entitas; 

23. Kodefikasi adalah pemberian kode berdasarkan akun yang 

disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan 
daerah.  
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BAB II 

BAGAN AKUN STANDAR 

Pasal 2 

BAS terdiri dari: 

a. Akun Aset;  

b. Akun Kewajiban; 

c. Akun Ekuitas; 

d. Akun Pendapatan Daerah; 

e. Akun Belanja Daerah; 

f. Akun Pembiayaan Daerah; 

g. Akun Pendapatan LO; 

h. Akun Beban. 

 

Pasal 3 

(1)   BAS sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan sebagai 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 
kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan 

struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.  

(2)  BAS sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas level 1 

sampai dengan level 6, meliputi:  

a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;  

b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;  

e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan 

f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.  

(3)  BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkkan dari 

Peraturan Bupati ini.  

 
 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka ketentuan Pasal 2 

huruf c dan Pasal 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 
2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
         Pada tanggal  12 Nopember 2021 
         BUPATI  JOMBANG, 

 

ttd 

 

       MUNDJIDAH WAHAB 

Diundangkan di Jombang 

Pada tanggal 12 Nopember 2021 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN JOMBANG, 
 

                ttd 
   

 
              SENEN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 52/E 
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